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Abstrak

Permasalahan _dalam penelitian ini adalah : a retribusi IMB dirasakan ;terlalu tinggi, b jangka waktu
penyelesaiantidak tepat waktu, c. birokrasi terlalu berbelit belit, d. tidak sesuai dengan SPO, e. banyak pungutan
liar. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pglayanan yang diberikan di Badan"Relayanan
Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak” kepada masyarakat yang membuat pefizinan IMB dan.Ingin
mengetahui hambatan pelayanan IMB di Badan Pelayanan'Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak.
Pendekatan teori "yang di gunakan oleh KepMenPan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, .mengacu kepada
penyelenggaraanmpelayanan publik satu pintu dalam pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik
diantaranya: 2)sprosedur pelyanan 2) waktu®pelayanan-3)-biaya pelayanan 4) produk pelayanam 5) sarana den
prasarana 6) kompetensi petugas pelayanan. Jenis penelitran yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang bermaksud menggambarkan kejadian atau.temuan-temuan
data dan ggjala-gejala yang ada dan yang terjadi berdasarkan fakta yang tampak atau sebagai mana adanya yang
terjadi di lapangan. Hasil penelitian sesuai dengan wawancara yang dilakukan masih adanya prosedur yang
berbelit-belit, biaya yang tidak transparan, waktu penyelesaian yang tidak jelas, masih adanyaieknum-oknum
yang bermain sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat yang sedang mengurus permohonan IMB.
Adapun Saran dalam penelitian ini untuk Upaya untuk' meningkatkan pelayanan IMB harus disertai dengan
penambahan Sumber Daya Manusia di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak dan
Hendaknya Badan Pelayanan Perizinan Terpaddl (BP2T) Kota Pontianak melakukan sosialisasi ‘kepada
msyarakat Kota Pontianak akan pentingnya perizinan IMB sekaligus menjelaskan prosedur-prosedur mengenai
Izin Mendirikan Bangunan Kota Pontianak.

Kata-kata Kunci : Pelayanan, IMB
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A. PENDAHULUAN

Dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah sebagai pengganti
Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999,
Dimaksudkan untuk mempercepat
terwujudnya kesgahteraan  masyarakat
melalui

pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

peningkatan pelayanan,

Dengan otonomi
diberikan kepada daerah, ‘diharapkan daerah

mampu meningkatkaFl daya saing dengan

seluas-luasnya " yang

memperhatikan pronsip

keadilan serta

demokrasi,
pemerataan potensi
keanekaragaman daerah dalam system
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sgjaan dengan berlakunya otonomi
daerah maka

Kabupaten/Kota diserahi wewenang untuk

setiap pemerintah
mel aksanakan urusan pemerintahan sebagal
urusan rumah tangganya yang bertujuan
untuk meningkatkan daya guna, hasil guna
penyelenggaraan pemerintah- dalam rangka
pelayanan terhadap masyarakat. dan
pelaksanaan  pembangunan.  Pemberian
wewenang (devolution of-authority) kepada
unit-unit satuan pemerintah yang lebih
rendah dan lebih kecil merupakan suatu
kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat
dihindari. Mengingat begitu tinggi tingkat
fregmentasi social dalam sebuah Negara,
maka ada hal-ha tertentu yang harus

diselenggarakan secara local dimana
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pemerintah akan lebih baik
menyelanggarakan  ketimbang  dilakukan
secara nasional dan sentralistik.

Disamping itu dengan diberikannya
kewenangan kepada pemerintah daerah
Kota  Pontianak  maka
pemerintah akan dijalankan dengan baik,

tugas-tugas

Karena pemerintah di daerah sudah sangat
memahami~, konteks kehidupan socid,
ekonomi, politike. yang ada disetar
lingkungannya. Dimana“pemerintah daerah
kebutuhan

masyarakat serta bagaimana mebilisas

sangat memahami  betul

semua sumber daya dalam rangka
mendukung fungsidan pefaksaan tugas
pemerintah. Beberapa kecamatan yang atla
d Kota Pontianak menjadi
pemerintah daerah dalam pembangunan tata
kota, salah satu diantaranya adaah
Kecamatan Pontianak Kota.

Berdasarkan Perda Nomor 11Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisas
Perangkat Daerah. Kota Pontianak dan
Keputusan Walikota Pontianak: Nomor 14
Tahun 2004 tentang Pelayanan Perizinan
Terpadu di Lingkungan Pemerintah Kota

perhatian

Pontianak _dan..memperhatikan Peraturan
Walikota Tahun 2002
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Nomor 7

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Pontianak serta perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Dagrah  Kota
Pontianak. Mempelgari dari keputusan

Organisasi  Perangkat

2
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tersebut cukup beralasan, karena semakin
banyak

Mendirikan ~ Bangunan

membuat  1zin
(IMB) maka
semakin meningkat pula pendapatan adli

masyarakat

daerah dari sector perizinan.
Adapun yang menjadi
permasalahan, masih kurangnya kesadaran
masyarakat untuk memiliki 1zin Mendirikan
Bangunan (IMB) masih rendah. Ha ini
dikarenakan biaya yang“terlalu tinggi dan
tidak transparan, waktu yang texlalu lama,
serta proses pembuatan yang berbelit-belit
dan birekrasi yang. panjang disatu sSisi
masyarakat menginginkan hal  yang
sebaliknya, dengan biaya yang serendah-
rendahnya dan transparan serta dapat
diselesailkan dalam waktu yang singkat.
Dengan «dibentuknya pelayanan terpadu
oleh pemerintah daerah Kota Pontianak
maka diharapkan akan menjawab semua
permasalahan yang ada. Oleh karena itu
penulis mencoba mengangkat judul_skripsi
Pelayanan Pembuatan Surat Izin
Mendirikan Bangunan Di-Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak

Permasalahan “pelayanan  publik
sangat banyak dilapangan. Dalam hal ini
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BP2T) Kota Pontianak adalah suatu badan
yang memberikan pelayanan umum
pembuatan perizinan bangunan dalam
perjaanannya banyak sekali

kelemahan yang ada. Hal yang dapat dilihat

terdapat
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mengenal kelemahan yang terjadi dalam

pembuatan  perizinan adalah  proses
pelayanan yang diberikan di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)

prosedur pelayanan yang berbelit belit,
kurangnya evaluasi dari pegawa yang
membidangi perizinan dalam pembuatan
IMB. sehingga banyak sekali masyarakat
yang tidek. ~memperhatikan  standar
operasiona prosedur. yang telah ditetapkan.
Serta masih banyak |agi beberapa hambatan
dalam pengurusanspembuatan=lMB seperti
tidak  tepatnya waktu! dalam pengurusan
sehingga masyarakat harus menunggu lama,
dan biaya administras yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat luasnya cakupan
pelayanan pembuatan IMB maka ruang
lingkup penelitian dalam pendlitian: ini
adalah Pelayanan Pembuatan Surat Izin
Mendirikan Bangunan di Badan Pelayanan
Terpadu (BP2T) Kota Pontianak.

Dengan adanya Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak
dengan maksud untuk dapat memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat,
pelayanan _terpadu™ di BP2T melayani
izin salah satunya adalah
pembuatan 1zin Mendirikan Bangunan
(IMB). Bertitik tolak dari uraian pada

Identifikas masalah diatas agar pendlitian

bermacam

ini lebih terarah dan terfokus maka ruang

lingkup penelitian ini difokuskan pada
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pelayanan pembuatan lzin Mendirikan
Bangunan di BP2T Kota Pontianak.

Dengan latar belakang dan
identifikas masalah yang telah diuraikan
Bagaimanakah Pelayanan Pembuatan 1zin
Mendirikan Bangunan (IMB) Di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota
Pontianak?

Dalam penelitian ini_ada beberapa
hal yang ingin dieapa diantaranya
mendeskripsikan .dan mengintérprestasikan
aspek-aspek.“'yang berhubungan dengan
permasalahan peneli;ian. Adapun tujuan
pendlitian ini adalah: 1) untuk mengetahui
proses pelayanan yang diberikan di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota
Pontianak

membuat... perizinan IMB, 2) Ingin

kepada masyarakat yang
mengetahui hambatan pelayanan IMBadi
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BP2T) Kota Pontianak.

B. METODE PENEL ITF+AN

Jenis penelitian yang digunakan
dalam pendlitian ini"=adalah penelitian
deskriftif. Penelitian deskriptif — adaah
penelitian yang dilakukan untuk
mengetahui  nilai variable mandiri, bak
satu variable atau lebih  (independen)
tanpa  membuat perbandingan atau
menghubungkan antara variable yang satu
(dalam

dengan variable yang lain
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Sugiyono,2006:11).
Sudarwan (2002:17), penelitian deskriptif
dapat pula diartikan sebaga penelitian

Sedangkan menurut

yang  dimaksudkan untuk  memotret
individual,
kelompok tertentu yang terjadi secara
kekinian.

Teknik pengumpulan data dilakukan

fenomena situas  atau

secara  Observas, wawancara, dan
dokumentasi. Dengan analisis data menurut
Miles dan & Hiberman (dalam Sugiyono,
2007:18) bahwa terdapat aktivitas dalam
analisis data, yang fmana aktivitas ini
saling berhubungan dalam menganalisa
data yang didapat. Jadi pada penelitian
ini dalam menganalisa data'menggunakan
redukss data, penyaian qadan serta
verifikasi.

Adapun subjek penelitian ini adalah
orang-orang yang dianggap mampu
memberikan keterangan informasi atau data
yang berkaitan dengan pembuatan 1zin
Mendirikan Bangunan, yang: menjadi
subjek penelitian adalah :

1. Petugas Pelayanan di Badan Pelayanan
Perizinan Tepadu (BP2T) Kota
Pontianak

2. Masyarakat sebagai pengguna IMB
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C. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini  merupakan
pembahasan dari wawancara yang
dilakuakan kemudian dianalisis untuk
dijadikan rujukan. Wawancara tersebut
diantaranya adalah:
1. Menurut pendapat Bapak,
bagaimana prosedur pelayanan di
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BP2T),K ota Pontianak?

Berikut tata ::ara prosedur dalam
IMB di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu BP2T Kota
Pontianak :
1.! Pemohon

permehonan yang telah disediakan

mengurus  perizinan

mengisi formulir
pada loket informasi dan kemudian
melengkapi persyaratan perizinan.

2. Pemohon
permohonan kepada petugas. |oket

menyampaikan  berkas

pendaftaran, dan. petugas loket
memeriksa, dan meneliti kelengkapan
berkas.

3. Berkas permohonan yang lengkap di
teruskan pada BP2T=diproses bersama
tim teknis sebagai bahan pertimbangan
untuk diputuskan.

4. Apabila tidak di izinkan berkas akan
dikembalikan kepada pemohon

5. Apabila diizinkan berkas diteruskan
pada  bidang
diterbitkan surat ketetapan retribus

penetapan  untuk
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daerah (SKRD)
kepada pemohon.

dan disampaikan

6. Pemohon membayar retribusi pada
petugas bendaharawan penerima BP2T.

7. Petugas pemroses mencetak surat izin /
sertifikat izin

8. Penanda tanganan surat izin sertifikat
izin oleh kepala BP2T

9. Penyerahan surat izin / sertifikat izin
kepada pemohon oleh petugas loket
BP2T

2. Menurut pendapat Bapak,
bagaimana waktu penyelesaian‘dan
biaya perizinan di Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BP2T) Kota
Pontianak?

Berdasarkan hasil wawancara yang
didapat peneliti bahwa waktu penyelesaian
peérizinan, serta biaya perizinan berdasarkan
Perda Nomor 2 Tahun 2011, Perwa Nomor
55 Tahun. 2012 dan keputusan walikota
Pontianak Nomor 300 Tahun 2012 dimana
jangka = waktu _ penyelesasian  untuk
rekomendasi ¥/ pendahuluan ;selama 5 hari
kerja, Surat Keterangan' Rencana Kota
(SKRK) Advice Planning keluar selama 17
hari kerja serta Izib Mendirikan Bangunan
(IMB) sdlama 25 hari kerja. Tota waktu
penyelesaian seharusnya dapat selesa
dalam waktu 47 hari kerja.

Untuk biaya pengurusan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB)  dapat

dirincikan sebagai berikut :
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1. Biaya administras dan pendaftaran
sebesar Rp. 15.000,-

2. Biaya survey lapangan sebesar 0.05%
dari nilai bangunan

3. Biaya pengukuran dan pematokan
sebesar 0.05% dari nilai bangunan

4. Biayapemeriksaan gambar dan koreksi
gambar yang meliputi konstruksi..dan
arsitektur sebesat 0.05% dari nila
bangunan

5. Biaya pengawasan sebesar0.05% dari
nilai bangunan

6. Biayaplat IMB.sebesar Rp. 5.000;-

diatas tersebut  belum

termasuk biayaretribusi yang nantinya akan

Biaya

kita setor langsung kepada Bank Daerah
yang berkerja sama dalam hal perizinan
tersebut..Biaya retribusi akan dibayarkan
setelah surat IMB telah jadi dan selesai.

3. Menurut pendapat Bapak,
bagaimana dengan produk
pelayanan di Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu—(BP2T) Kota
Pontianak?

Setelah melakukan tahapan-tahapan
diatas produk pelayanan=yang dihasilkan
dari pengurusan IMB itu berupa SK IMB
atau bisa disebut juga sertifikat IMB,
sertifikat ini terdiri atas cover kertas ukuran
A3, berwarna kuning, bercorak. Jadi pada
cover tersebut ada tulisan IMB dan pada
selembaran tersebut menjelaskan tentang

informasi IMB pemilik / pemohon, sketsa
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bangunan, serta jumlah harga retribusi yang
dibayarkan.
4. Menurut

pendapat Bapak,

bagaimana dengan sarana dan
prasarana di
Perizinan Terpadu (BP2T) Kota
Pontianak?
Untuk
tahapan pelaksanaan pelayanan IMB di
BP2T Kota Pontianak, dalam ha ini tidak

dapat terlepas dari sarana dan prasarana

Badan Pelayanan

menunjang  kelancaran

operasional yang digunakan pada setiap
aktivitas di kantor BP2T. Sarana pelayanan
yang dimiliki ada beberapatinit computer,
meja, alat tulis kantor, printer; dan scanner.
Sedangkan untuk prasarana yang terdapat di
BP2T ini adalah gedung untuk pelayanan
guna melayani masyarakat yang ingin
mengurus perizinan, kemudian ruangan
tunggu beserta kursi tunggu, dan’ juga
terdapat. toilet yang ada pada belakang
gedung.

Untuk._kompetensi pelayanan di
BP2T dirasaisudah sesuai dengan Standar
Operasiona Prosedur (SOP).

Namun tidak pada masyarakat yang
merasakan rumitnya dalam hal pengurusan
IMB, dari hasil wawancara peneliti kepada
masyarakat ada beberapa yang belum puas
dengan pelayanan pada BP2T Kota
Pontianak.
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5. Menurut pendapat Bapak/Ibu
kendala apa saja yang Bapak/ lbu
rasakan dalam mengurus perizinan
IMB di Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BP2T) Kota Pontianak?

Dari prosedur pelayanan yang
berbelit belit yang dirasa masyarakat
kurang mengerti dengan prosedur yang ada
daam pelayanan tersebut. Diakibatkan
kurangnnya sosialisas pelayanan dalam
pengurusan perizinan IMB, dimana dalam
hal penyelenggaran. pelayanan public
haruslah bersifat transparan yang meliputi
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan.

Dari segi rincian biaya pelayanan
dirasa masih ada oknum yang bermain
contohnya sketsa draft gambar yang sudah
untuk  dilakukan

perizinannya ternyata tidak sesuai dengan

pemohon  masukkan
gambar iyang ditentukan oleh pegawa di
BP2T Kota Pontianak sehingga mereka
harus merggoh kembali—kocek " mereka
untuk membayar sketsa gambar yang baru
yang sudah ditentukan pihak BP2T Kota
Pontianak. Namun “untuk. __pendaftaran
sampai dengan penyetoran retribusi dirasa
baik dan sudah sesuai dengan ketentuan

peraturan yang berlaku.
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6. Apasaran Bapak/lIbu untuk Dinasdi
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BP2T) Kota
pelayanannya semakin efektif?

Dari segi  waktu
perizinan sudah sangat tepat, semoga tidak

Pontianak, agar

penyelesaian

ada kendaa dan molornya waktu
penyel esaian perizinan IMB.

Penyel enggaraan kegiatan
penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat
baik secara langsung maupun di media
massa tentang: pelayanan perizinan IMB
dirasa’ sangat perlu sehingga masyarakat
dapat mengetahui informas  tentang
prosedur pelayanan, produk#pelayanan dan
perizinan, biaya, serta wakturJuga sebagai
sarana aspiras keluhan dan jpermasal ahan

yang dihadapi masyarakat dilapangan.

D. PENUTUP

Dalam proses pelayanan perizinan
IMB hal yang dapat dijadikan prosedur
dalam pengurusan. perizinan IMB adalah
sebagal pedoman BP2T dan Satuan Kerja
Perangkats Daerah (SKPD) iterkait dalam
menyelenggarakan proses perizinan serta
kualitas
kepada
masyarakat yang efisien dan efektif.

untuk meningkatkan
penyelenggaran perizinan
Berfungsi sebagai acuan untuk menjamin
tercapainya kondis rata-rata minima yang

harus dicapai sebagai penyedia pelayanan

perizinan kepada masyarakat. Untuk
mencapal tujuan tersebut berdasarkan
7
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pedoman prosedur kerja BP2T Kota
Pontianak telah melaksanakan prosedur
pelayanan Standar
Operasiona Prosedur (SOP) yang telah
ditetapkan melalui Peraturan Walikota
Pontianak Nomor 55 Tahun 2011 Tentang
Standard an Prosedur Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Pontianak.

Waaupun dalam preses waktu

sesual dengan

penyelesaian ada factorpemghambat dalam
pengurusan IMB.di BP2T Kota,Pontianak
karena kurangnya kesadaran masyarakat
dengan kelengkapan. berkas yang harus
dipenuhi. Sebagian besar masyarakat belum
memahami tentang standar pelayanan yang
harusnya diterima dan sesua dengan
prosedur pelayanan yang diberlakukan. Hal
inilah yang menyebabkan sekalipunsudah
sesua dengan SOP namun mash rada
ditemui lamanya proses pembuatan
perizinan. Permintaan perizinan yang
banyak i tidak sebanding dengan._jumlah
pegawai ' yang memberikan pelayanan
tersebuit.

Upaya untuk meningkatkan
pelayanan IMB: harus diserta dengan
penambhan Sumber DayasManusia di BP2T
K ota Pontianak.

Hendaknya BP2T Kota Pontianak
melakukan sosidlisas kepada masyarakat
Kota Pontianak akan pentingnya perizinan
IMB sekaligus
memberikan informasi mengenai pelayanan

IMB.

menjelaskan dan
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menyetujui untuk membenkan kepada Pengelola Jurmal Mahasiswa Publika®*) pada Program Studi llmu
Administrasi Negara Fakultas llmu sosial dan llmu Palitik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalt
Non-eksklusif (Non-exclusive Rovaliy-Free Right) atas karya ilmiah saya vang berjudul**)

PELAY ANAN PEMBUATAN IMB DI BP2T KOTA PONTIANAK
beserta perangkat yang diperlukan (hila ada), Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola

Jumnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data
(database) sendistribusikannya. dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

EDW:HM;
rContent artikel sesuni dengun standar penulis jurnal vang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
sava sebagai penulis/ pencipta dan afau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala
bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pemyataan mi yang saya bual dengan sebenarnya,

ui/ disstujui Dibuar di . Pontianak
Jurnal Publika Pada tanggal  : 5 Oktober 2015

1Fiv

i Mgl SEPTI ORLANDINA
196 787272005011001 NIM. £21108071
i |

a5
et L
“#ulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika Crovernance Aspirasi/Sociodev: Sosiologique)
Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jumal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan

dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggeh penyerahan berkas (submission
author)
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